Pelaporan IKT 2024
	No
	Urusan Pemerintahan
	Indikator 
	Definisi Operasional
	Rumus
	Capaian Kinerja
	Bukti Dukung
	Ket.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	6
	7

	1
	Bagian Hukum
	1. Indeks Kepatuhan Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
	Memastikkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah telah sesuai dengan mekanisme atau tahapan pembentukannya, kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3848 Tahun
	Skala indeks kepatuhan daerah 
=

	
	Screenshot hasil penilaian Indeks kepatuhan daerah (E-Perda)
	

	
	
	2. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N
	
	Tepat atau Tidak Tepat
	
	
	

	
	
	3. Persentase Penetapan RanPerda Tahun N
	
	(Jumlah Penetapan Ranperda Berdasarkan Prolegda Tahun N / Jumlah Ranperda yang tertuang dalam Prolegda Tahun N) x 100 
	
	
	

	
	
	4. Kepatuhan Pemda dalam melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (PTUN Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)
	Pemerintah Daerah melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat, dan mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum
	YA/TIDAK
	
	Putusan pengadilan dan surat keputusan kepala daerah
	




	
	
	5. Kerjasama Daerah
	
	
	
	
	

	
	
	6. Jumlah Kerjasama Daerah
	
	Kerjasama yang masih berlaku dan Manfaatnya
	
	
	



[bookmark: _GoBack]      Kepala Dinas …………….
Kabupaten/Kota …..



(…………………………….)
Pangkat/Gol Ruang …..
NIP. ……….
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Pelaporan IKT 2024  

No  Urusan  Pemerintahan  Indikator   Definisi Operasional  Rumus  Capaian  Kinerja  Bukti  Dukung  Ke t .  

1  2  3  4  5  6  6  7  

1  Bagian Hukum  1.   Indeks Kepatuhan Daerah  Dalam Pembentukan  Peraturan Daerah  Memastikkan penyelenggaraan  pemerintahan di  daerah dalam  pelaksanaan pembentukan  peraturan daerah telah sesuai  dengan mekanisme atau tahapan  pembentukannya, kemudian  ditindaklanjuti dengan  ditetapkannya Keputusan Menteri  Dalam Negeri Nomor 050 - 3848  Tahun  Skala indeks kepatuhan  daerah    =     Screenshot  hasil  penilaian  Indeks  kepatuhan  daerah (E - Perda)   

2.   Ketepatan Penetapan  Perda APBD Tahun N   Tepat atau Tidak Tepat     

3.   Persentase Penetapan  RanPerda Tahun N   (Jumlah Penetapan  Ranperda Berdasarkan  Prolegda Tahun N / Jumlah  Ranperda yang  tertuang  dalam Prolegda Tahun N) x  100      

4.   Kepatuhan Pemda dalam  melaksanakan putusan  pengadilan yang  berkekuatan hukum tetap  (PTUN Undang - undang  Nomor 30 Tahun 2014  tentang Administrasi  Pemerintahan)  Pemerintah Daerah melaksanakan  Keputusan dan/atau  Tindakan  yang sah dan Keputusan yang  telah dinyatakan tidak sah atau  dibatalkan oleh Pengadilan,  pejabat yang bersangkutan, atau  Atasan Pejabat, dan mematuhi  putusan Pengadilan yang telah  berkekuatan hukum  YA/TIDAK   Putusan  pengadilan  dan surat  keputusan  kepala  daerah   

   

